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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
134 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tidore Kepulauan tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban  Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan
lembaran daerah Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretarais Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota
Tidore Kepulauan.

8. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

9. Belanja Tak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau  tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana  sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termmasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

10.Pemerintah Daerah lainnya adalah pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

11.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional  yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore
Kepulauan.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 2

(1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Sekretariat Daerah dalam
kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah tahun berkenaan.

(2) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mendanai tanggab darurat
penaggulangan bencana alam dan /atau  bencana sosial serta
kebutuhan mendesak lainnya
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BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERMOHONAN

Pasal 3

(1) Belanja Tidak Terduga diberikan dalam bentuk uang untuk mendanai
kegiatan yang diusulkan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsi.

(2) Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak
Terduga dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada
DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan
dimaksud ditetapkan.

(3) Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana  dimaksud pada ayat
(2) Kepala SKPD mengajukan Rencana Kerja Anggaran sesuai
tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SKPD /UNIT KERJA

TERKAIT PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

(1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(3)
mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :
a. Sebagai kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan

pemberian belanja tidak terduga;
b. Membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada walikota

untuk mendapat persetujuan pemberian belanja tidak terduga;
c. Menindaklanjuti surat penyediaan dana (SPD) yang diterima dari

kepala bagian keuangan dengan membuat dan menerbitkan :
1. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS)/surat

permintaan pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU)

Pasal 5

(1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.
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Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 17 Februari 2011

WALIKOTA  TIDORE  KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 17 Februari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI  ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 179.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK.I

NIP. 19660110 199211 2 001
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